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PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR % TAHUN a0\&
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR & TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGEKAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan
dan kesiapan dalam menyelenggarakan
penanggulangan bencana secara cepat, tepat;
terencana dan terpadu di Kota Surakarta maka
perlu membentuk  perangkat daerah yang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1} Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana juncto Pasal 45 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Peranglkat Daerah, Pemerintah
Daerah dapat membentuk Badan Pmmngggulangan
Bencana Daerah,;

€. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daecrah
Kota Burakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, belum mengatur Badan
Penanggulangan Bencana Daecrah sehingga perlu
diadakan perubahan; -

d. bahwa ..



Mengingat

-

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huraf b dan huruf o,
periu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Peranghkat Daerah Kota Surakarta;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; f

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsit Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogvakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45); =

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor 125 Tashun 2004, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atftas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438}

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723); :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan -
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); :

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintah Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Momor ...




-

Nomaor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737} '

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 474 1}; 3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828); 5

11, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun
2008 tentang Penyelenggarasn Urusan Yang
Menjadi Kewenangan  Pemerintahan  Daerah’
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008
Nomor 4}; '

12, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota
Surakerta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surakarta  Nomor 14 Tabun 2011  tfentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomer & Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN: . ..




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
& TAHUN 2008 TENTANG ORGANISAST DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran

Daerah  Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 -
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011
Nomor 14} diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 1
(satu] angka yakni angka 20a, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2.  Pemerintah [Daerah adalah Walikota dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penvelenggara

pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Surakarta.

Walkil Walikota adalah Walal Walikota Surakarta.

Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  vyang

selanjutnya disingkat  DPRD  adalah lembaga

perwakilan rakyvat daerah  sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah,

6. Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi  seluas-
luasnyva dalam  sistern  dan  prinsip  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kota Surakarta.

&,  Bekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Surakarta.

9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota
Surakarta.

Lo

10, Sekretaris . . .




10,

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18,
149,

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota
Surakarta,

Staf Ahll adalah Staf Ahll Walikota Surakarta.
Tenaga Ahli DPRD adalah Tenaga Ahli DPRD Kota
Surakarta.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota
Surakarta.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surakarta. :
Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis
Daerah Kota Surakarta.

Unit Pelaksana Teknis Dinas vang selanjutnya
disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kota Surakarta. .
Unit Pelaksana Teknis Badan vang selanjutnya
disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis
Badan Kota Surakarta.
dihapus. _;
Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Surakarta, :
Satuan Polisi Pamong Praja vang selanjutnyva
disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Surakarta,

20a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah vang

selanjutnya  disingkat BPBD  adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daeral Kota Surakarta
klasifikasi B.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah Kota Surakarta.

Camat adalah unsur pembantu Walikota dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  Daerah  di
Lingkup Kecamatan.

Kelurahan adalah wilayah kerja larah sebagai
perangkat  daerah  dalam  wilayah  kerja
Kecamatan.

Lurah adalah unsur pembantu Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di lingkup
Kelurahan.

24a Jabatan Fungsional adalah kedudukan vang

25,

menunjulkkan tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan halk seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi vang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-
tenaga fungsional vyang dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas fungsional terfentu sesual
bidang ketrampilan dan keahliannya.

Diantara huruf { dan hwuf g Pasal 2 ayat (1)
disisipkan 1 (satu) yakni huruf {1, sehingga Pasal 2
ayat {1} berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 . ..




